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Studi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perubahan 
konfigurasi kekuasaan kehakiman setelah amandemen Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tipe penelitian ini adalah studi 
kepustakaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Metode pendekatan 
yaitu pendekatan teoretis dan pendekatan politik hukum, dengan mengkaji teori 
negara hukum dan pembagian kekuasaan dalam kaitannya dengan kekuasaan 
kehakiman. Temuan studi membuktikan bahwa: (1) amandemen Undang Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan bagi 
konfigurasi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, dilakukan 
oleh Mahkamah Agung yang membawahi badan-badan peradilan yang berada 
dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Amandemen UUD 1945 
dalam kaitannya dengan perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman dirancang 
untuk menjamin independensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi agar 
lebih kuat, berwibawa, tidak memihak, bertanggungjawab dan mampu 
menyelesaikan semua persengketaan hukum dan politik secara objektif. (2) Pola 
pembagian kekuasaan (sharing of power) dan mekanisme pengawasan checks and 
balances tidak berimbang, masih didominasi oleh Presiden dan DPR. Dominasi 
kuasa Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kekuasaan 
dibidang legislatif dan kekuasaan dibidang yudikatif yaitu memberi grasi, 
rehabilitasi, amnesti dan abolisi. Dominasi kuasa Presiden bersama dengan DPR 
dalam hal menyeleksi, mengangkat dan memberhentikan Hakim Agung dan 
mengangkat dan menetapkan Hakim Mahkamah Konstitusi. (3) Perlunya 
amandemen ulang UUD 1945 terutama menyangkut pola pembagian kekuasaan 
(sharing of power) dan pengawasan checks and balances antara Presiden bersama 
DPR terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh 
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mengubah dan membatasi kuasa 
Presiden bersama DPR di bidang yudikatif baik itu menyangkut grasi, rehabilitasi, 
amnesti dan abolisi maupun mekanisme rekruitmen calon hakim agung dan calon 
hakim konstitusi. 
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This study aims to examine and analyze the judicial power configuration 
changes after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia 
Year 1945. This type of research is the study of literature to related of judicial 
power. Method of approach is a theoretical approach and the legal politics 
approach, by examining the theory of law and the sharing of powers in relation to 
the judicial power. The study findings proves that: (1) amendments to the 
Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 has brought changes to the 
configuration of judicial power as an independent power, carried out by the 
Supreme Court which supervises the judicial bodies that are below and by a 
Constitutional Court. Amendments to the Constitution 1945 in relation to the 
changes configuration of judicial power are designed to ensure the independence 
of the Supreme Court and the Constitutional Court to be more powerful, 
authoritative, impartial, responsible and able to resolve all legal and political 
disputes objectively. (2) Pattern of sharing of power and control mechanisms of 
checks and balances are not balanced, still dominated by the President and 
Parliament. Dominance of the President’s powers as head of state and head of 
government, the power sector in the field of legislative and judicial powers that 
grant clemency, rehabilitation, amnesty and abolition. The President power 
domination along with the Parliament in terms of selecting, appoint and dismiss 
the Chief Justice and appoint and set the Judge of Constitutional Court. (3) The 
need for repeated amendments to the Constitution 1945, especially the patterns of 
sharing of power and control mechanisms of checks and balances between the 
President and the Parliament on the implementation of judicial power is held by 
the Supreme Court and the Constitutional Court. Change and limit the power of 
the President and the Parliament in both the field of judiciary regarding clemency, 
rehabilitation, amnesty and abolition as well as the mechanism of recruitment of 
candidates of supreme judges and candidates of constitutional judges. 
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Studi ini merupakan sebuah kajian ilmiah dengan mengambil topik: 
Pengaruh Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Terhadap Perubahan Konfigurasi Kekuasaan Kehakiman. 
Berkaitan dengan topik tesis ini, penulis mempunyai ketertarikan tersendiri untuk 
melakukan penelitian khusus terhadap kekuasaan kehakiman, dikarenakan 
lembaga ini sangat rentan dan cenderung menjadi target intervensi oleh kekuasaan 
legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuatan sosial lainnya. Konsekuensinya, 
kekuasaan kehakiman tidak mampu menerapkan prinsip independensi dan 
ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kekuasaannya secara efektif dan benar. 
Agenda reformasi kekuasaan kehakiman melalui amandemen UUD 1945 menjadi 
pintu masuk dari kajian ini untuk melihat lebih lengkap dan menyeluruh tentang 
apa dan bagaimana serta sejauh mana upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan 
terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia. 
Proses penyelesaian tesis ini dapat berjalan lancar berkat adanya 
bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, penulis 
mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
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pada saat mendampingi dan menyelesaikan penulisan tesis ini. 
2. Keluarga besar, ayahanda, ibunda (almarhuma), kakak dan adik-adikku 
semuanya karena besarnya harapan mereka telah memotivasi penulis dalam 
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berharga dalam penulisan tesis ini. 
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